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Didirikan pada April Tahun 1996

Salam hormat

●Sejarah ICCLC

    Pada Maret 2024, saya diangkat menjadi ketua. Sejak didirikan pada tahun 
1996, Yayasan ini telah bekerja sama dengan Kementerian Hukum, JICA, dan 
organisasi terkait lainnya untuk memberikan bantuan kepada negara-negara Asia 
melalui penataan sistem hukum, penetapan metode penyelesaian sengketa, dan 
pelatihan personel hukum dan bekerja sama dalam kapasitas ini. Lingkungan 
dukungan penataan hukum sedang mengalami perubahan besar, seperti 
perkembangan ekonomi, kemajuan dalam pengembangan sistem hukum dan 
peradilan di negara-negara sasaran. Kami akan terus memberikan kerja sama dan 
dukungan dalam menanggapi perubahan-perubahan ini. Kami memohon 
pengertian dan dukungan berkelanjutan dari semua pihak yang terlibat Stasiun Tameike-sanno di Tokyo Metro Ginza Line / Namboku Line

Keluar dari pintu 9 (persimpangan Tameike), 3 menit dengan berjalan kaki
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    Saya mulai menjabat sebagi presiden yayasan pada Juni 2017. Dalam dunia yang semakin 
mengglobal, pertukaran orang, barang dan informasi menjadi lebih cepat dan meluas. Gerakan 
tersebut menciptakan kemakmuran yang tak terukur, tetapi di sisi lain, aspek-aspek negatif 
seperti pelebaran jurang antara si kaya dengan si miskin di suatu kawasan dan kemerosotan 
lingkungan dunia ditunjukkan. Agar negara-negara Asia dapat mencapai pembangunan 
seimbang yang saling menguntungkan, penting untuk meningkatkan fungsi pencegahan dan 
penyelesaian konflik serta menegaskan prinsip dan aturan hukum yang sama. Tujuan dari 
yayasan ini adalah memberikan kontribusi dalam pertukaran informasi, dukungan penataan
sistem hukum, pelatihan pengembangan sumber daya manusia dan lain-lain, sebagai syarat 
dasar untuk tujuan tersebut. Kami memohon dukungan dan kerja sama dari banyak pihak yang 
terkait.

Presiden

Kotaro Ohno
Pengacara
Mantan Wakil Menteri Hukum, Jaksa Agung

International Civil and 
Commercial Law Centre Foundation 

(Yayasan Pusat Hukum Perdata 
dan Komersial Internasional)  

Akasaka Habitation Bldg., 1-3-5 Akasaka, Minato-ku, 
Tokyo 107-0052, Japan
Tel:03-3505-0525       Fax:03-3505-0833 International Civil and 

Commercial Law Centre Foundation 
(Yayasan Pusat Hukum Perdata 

dan Komersial Internasional)  

1996 28 Maret
16 April Perizinan pendirian ICCLC oleh Menteri Hukum
24 April Permohonan pendaftaran pendirian ICCLC
22 Mei Penyelenggaraan Dewan Pimpinan pertama dan acara merayakan pendirian

1998 16 Juli

2013 18 Maret
1 April

Prospektus Pendirian ICCLC
Pada belakangan ini, di kawasan Asia dan negara-negara sekitarnya, 

khususnya di negara-negara NIES (catatan) dan ASEAN, terlihat 
perkembangan ekonomi dan kemajuan globalisasi yang mencolok. 
Namun demikian, seiring dengan selesainya struktur saat perang dingin, 
di dalam kawasan tersebut, masih terdapat negara yang terus berusaha 
untuk beralih ke perekonomian pasar dan memasuki pasar internasional.

Di negara yang sedang berada di dalam proses peralihan menuju 
perekonomian pasar seperti tersebut, kadang sistem hukum belum 
berfungsi dengan baik, dikarenakan kurangnya perawatan tata hukum 
terkait hukum perdata dan hukum perdagangan yang diperlukan untuk 
kegiatan ekonomi serta pengetahuan dan SDM yang 
mengoperasikannya. Sehingga, hal-hal tersebut merupakan salah satu 
penghalang bagi kegiatan ekonomi internasional di negara-negara 
tersebut. Di dalam keadaan seperti tersebut, saat ini negara-negara terkait 
meminta dukungan dan kerja sama untuk menata fondasi hukum di 
negaranya melalui pemerintah Jepang.

Jika negara-negara terkait selesai menata fondasi hukum, seperti 
sistem hukum terkait hukum perdata dan hukum perdagangan yang 
diperlukan untuk pertukaran ekonomi secara internasional dan hal 
tersebut berfungsi secara efektif pada masa yang akan datang, tidak 
hanya berkontribusi untuk perkembangan negaranya, tetapi juga sangat 
bermanfaat bagi Jepang.

Selain itu juga diharapkan untuk meneliti sistem hukum dalam 
perdagangan ekonomi internasional yang lebih baik, dengan saling 
memperdalam pemahaman tentang sistem hukum dan pengoperasiannya 
di negara masing-masing, agar kita bersama-sama dapat melangkah 
menuju ke perkembangan dengan mendorong pertukaran ekonomi yang 
lebih baik dari sekarang dengan negara-negara NIES dan ASEAN yang 
sedang mengalami perkembangan ekonomi dan globalisasi.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, ICCLC didirikan di sini 
bertujuan untuk memperdalam pemahaman bersama-sama mengenai 
sistem hukum yang terkait perdagangan ekonomi internasional, melalui 
pertukaran pihak-pihak terkait dari berbagai negara, sembari mendukung 
penataan fondasi hukum dengan menyampaikan know-how dan 
pengetahuan mengenai sistem hukum dan pengoperasiannya yang 
selama ini diakumulasi di Jepang, dengan melakukan kerja sama yang 
erat dengan pemerintah Jepang.

(Catatan) Singkatan dari Newly Industrialized Economies. Pada saat 
pendirian, negara yang dimaksud adalah Korea Selatan, Taiwan, 
Hong Kong, dan Singapura.

Prospektus Pendirian IC
C
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Ketua

Kuniharu Nakamura
Penasihat Khusus, Sumitomo Corporation

Akreditasi sebagai Badan Hukum Kepentingan Publik oleh Perdana Menteri
Pendaftaran penggantian menjadi Badan Hukum Kepentingan Publik  

Pertemuan oleh anggota pendiri

Akreditasi sebagai Badan Hukum Promosi Layanan Publik Tertentu oleh  
Menteri Hukum 



Vietnam
Proyek dukungan penataan sistem hukum pertama oleh Jepang adalah 

untuk Vietnam, yang dimulai pada tahun 1996. Sejak itu, proyek 
dukungan terus berlanjut selama lebih dari duapuluh tahun. Proyek 
Dukungan Reformasi Hukum dan Peradilan yang Menargetkan Tahun 
2020 selesai pada akhir Desember 2020 dan Proyek untuk Meningkatkan 
Kualitas dan Efisiensi Pengembangan dan Penegakan Hukum akan 
dilaksanakan dari Januari 2021 hingga Desember 2025.

Kamboja
Jepang telah melaksanakan proyek dukungan penataan sistem hukum 

sejak tahun 1999 dan telah bekerja sama dalam menyusun draft UU 
Hukum Perdata dan UU Hukum Acara Perdata Kamboja. Setelah Proyek 
Penyuluhan UU Hukum Perdata dan UU Hukum Acara Perdata, Proyek 
Peningkatan Operasi UU Hukum Perdata dan UU Hukum Acara Perdata, 
saat ini kami sedang melaksanakan Proyek Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Hukum/Peradilan, yang direncanakan berjalan dari November 
2022 hingga Oktober 2027. 

Laos
Kami telah menyelenggarakan proyek dukungan penataan sistem 

hukum sejak 2003. Kami menjalankan Proyek Peningkatan Pembinaan 
SDM Bidang Hukum dan Proyek Peningkatan Pembangunan Supremasi 
Hukum. Saat ini, kami sedang melaksanakan Proyek Peningkatan 
Pembangunan Supremasi Hukum Tahap 2 yang dijadwalkan berlangsung 
dari Juli 2023 hingga Juli 2028. 

Indonesia
Proyek dukungan penataan sistem hukum dimulai sejak tahun 2007. 

Kami melaksanakan Proyek Peningkatan Perlindungan Hak Kekayaan 
Intelektual dan Konsistensi Hukum untuk Meningkatkan Lingkungan 
Bisnis. Saat ini, kami sedang melaksanakan Proyek Peningkatan 
Kemampuan Perancang dan Penguatan Kemampuan Penyelesaian 
Sengketa untuk Meningkatkan Lingkungan Bisnis, yang dijadwalkan 
berlangsung mulai Oktober 2021 hingga September 2025. 

Lainnya
Selain negara-negara yang disebutkan di atas, negara-negara sasaran 

untuk kami dukung pengembangan hukumnya telah diperluas hingga 
mencakup Bangladesh, Uzbekistan, Sri Lanka, dll., dan Yayasan 
mendukung pelatihan terkait yang dilakukan oleh JICA dan Kementerian 
Hukum.

Kegiatan Dukungan Penataan Hukum Proyek Simposium dan Seminar
Kami menyelenggarakan secara tunggal dan menyelenggarakan secara bersama simposium 

dan seminar umum untuk memperdalam saling pengertian antara pihak-pihak terkait 
peradilan, profesi hukum dan akademisi Jepang dan negara-negara lain di bidang hukum 
perdata dan hukum perdagangan negara-negara Asia, termasuk negara-negara yang tercakup 
dalam lingkup dukungan penataan sistem hukum.

Seminar Hukum Perdata dan Perdagangan antara Jepang dan China
Untuk memperdalam pemahaman tentang China dan bidang hukum perdata dan 

perdagangan, sejak Yayasan ini didirikan pada tahun 1996, kami telah mengadakan seminar 
setiap tahun, bergantian antara Jepang dan China. Kami menerima informasi dari para ahli 
China tentang perkembangan terkini dalam sistem hukum China, dan memberikan 
kesempatan bagi pihak China untuk memahami sistem hukum Jepang. 

Proyek Riset dan Penelitian
Hubungan Masyarakat dan Materi yang 
Dipublikasikan

Silakan lihat situs web kami (https://www.icclc.or.jp) karena saat ini kami 
mempublikasikan banyak informasi sebagai berikut: 

・ Jurnal "ICCLC", yang isinya mengenai Dewan Pimpinan, Majelis, 
laporan keuangan dan situasi keuangan seperti rencana dan anggaran 
usaha serta laporan usaha

・ "ICCLC NEWS", yang merupakan newsletter tentang hasil seminar dan 
simposium

・ Materi yang terkait dengan usaha dan keuangan
・ Artikel yang dikontribusikan oleh pengurus yayasan, dan lain-lain.

Home Page:https://www.icclc.or.jp

■Iuran tahunan untuk anggota berbadan hukum
Jumlah iuran adalah 200.000 yen per keanggotaan, dengan minimal 
satu keanggotaan per perusahaan.
Silakan hubungi sekretariat ICCLC untuk informasi pendaftaran.

■Badan Hukum Kepentingan Publik
ICCLC telah diakreditasi sebagai Badan Hukum Kepentingan Publik 
dari Perdana Menteri pada tanggal 18 Maret 2013, dan selesai 
pendaftaran peralihan ke Badan Hukum Kepentingan Publik pada 
tanggal 1 April 2013.

Menerima Anggota Baru

Japan International Cooperation Agency (JICA) mendukung penataan 
sistem hukum di negara-negara Asia yang sedang beralih ke perekonomian 
pasar, dalam rangka bantuan hibah.

ICCLC menerima tugas untuk melakukan kegiatan bantuan di bidang 
hukum perdata dan perdagangan dari JICA, sehingga kami mendorong 
penataan sistem hukum dengan memperoleh kerja sama dari anggota 
pengurus ICCLC dan pihak-pihak terkait dari Kementerian Hukum dll. 
Selain itu juga memperdalam komunikasi dengan pihak terkait hukum dan 
peneliti yang datang dari negara mitra ke Jepang, untuk menjaga hubungan 
persahabatan sampai masa yang akan datang.

Seminar Hukum Perdata dan Perdagangan antara Jepang dan 
China Diselenggarakan pada November 2019 (Tokyo)

   Simposium Penelitian Hukum Perdata dan Perdagangan di Asia dan 
Pasifik dengan Membandingkannya

Kami mengundang para sarjana dan praktisi dari berbagai negara dan wilayah di 
Asia dan Pasifik untuk mengadakan simposium terkait bidang hukum perdata dan 
perdagangan. Ini diposisikan sebagai tempat untuk menyajikan ringkasan penelitian 
komparatif sistem hukum perdata dan perdagangan di Asia-Pasifik. 

   Asian Business Law Forum
Asian Business Law Forum (ABLF), yang merupakan forum yang salah satu 

pendirinya adalah Yayasan ini, dibentuk pada Tahun Fiskal 2019. Organisasi ini 
menghubungkan Asia dan Jepang, pemerintah dan swasta (khususnya, pemerintah 
seperti pengadilan dan Kementerian Hukum, dan swasta seperti pengacara, akademisi, 
dan personel urusan hukum perusahaan), dan antar generasi. Tujuannya adalah menjadi 
jembatan antara kedua negara, berbagi pengetahuan tentang berbagai hukum Asia mulai 
dari hukum bisnis hingga hak asasi manusia, dan menyediakan tempat/forum untuk 
diskusi multifaset. Pada tahun 2023, forum ini menyelenggarakan dua sesi belajar, salah 
satunya bertema Kemungkinan dan Risiko AI Generatif. 

   Simposium terkait Bisnis dan Hak Asasi Manusia
Pemerintah Jepang telah menetapkan minggu yang dimulai pada tanggal 3 Juli 2023 

sebagai minggu Bisnis dan Hak Asasi Manusia, dengan menyelenggarakan banyak sesi 
dan acara terkait Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Yayasan ini juga menyelenggarakan 
simposium mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia untuk memperingati 50 tahun 
Persahabatan dan Kerja sama Jepang-ASEAN, dengan fokus pada praktik uji tuntas hak 
asasi manusia, perlindungan terhadap kelompok minoritas, dan peran pengacara dalam 
Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Kami mengadakan simposium yang berpusat pada 
diskusi, mengundang ahli dari luar negeri, pemerintah dan industri. Selain itu, kami 
ikut mensponsori dan mendukung simposium publik tentang Bisnis dan Hak Asasi 
Manusia, sebuah acara khusus yang diadakan oleh Lembaga Penelitian Hukum 
Kementerian Hukum untuk memperingati Forum Menteri tentang Diplomasi Yudisial.  

Kami sedang melakukan penelitian tentang tema-tema khusus di bidang hukum 
perdata dan perdagangan di negara-negara Asia, mengumpulkan serta 
mempublikasikan materi yang terkait di bidang "bisnis dan hak asasi manusia".

Penelitian Sistem Hukum Perdata dan Perdagangan di Asia dan 
Pasifik dengan Mempertimbangkannya 

Kami telah membentuk kelompok pengkaji yang sebagian besar terdiri dari 
akademisi dan praktisi dari Kansai. Sejauh ini, kami telah melakukan penelitian 
mengenai hal-hal berikut:

1. Sistem hukum pembangkrutan di negara-negara Asia dan Pasifik
2. Pembangkrutan perusahaan dan hukum agunan di negara-negara Asia dan Pasifik
3. Kondisi saat ini dan perspektif ADR di negara-negara Asia dan Pasifik
4. Pelaksanaan (enforcement) hak kekayaan intelektual di negara-negara Asia
5. Perspektif M&A internasional di negara-negara Asia
6. Kondisi sebenarnya tentang tuntutan kuasa pemegang saham dan perlindungan 
pemegang saham di Asia
7. Kondisi sebenarnya tentang sistem audit di Asia yang sedang berkembang dan 
masalahnya
8. Kondisi sebenarnya tentang sistem penyediaan informasi perusahaan di kawasan 
Asia dan masalahnya
9. Tata kelola perusahaan empat negara di Asia Tenggara
10. Legislasi usaha patungan dan dukungan praktis di empat negara Asia Tenggara
11. Sistem hukum real estat dan respons praktis di empat negara Asia Tenggara

Mulai Tahun Fiskal 2024, kami akan melaksanakan proyek penelitian selama dua 
tahun dengan tema Perbandingan Undang-undang Ketenagakerjaan dan Respons 
Praktis di Setiap Negara yang menargetkan Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Malaysia.

Penelitian Kemitraan antara Jepang dan Korea Selatan
Setiap tahun sejak tahun 1999, peneliti Korea yang dipilih dari staf pengadilan 

Korea Selatan dan peneliti Jepang yang dipilih dari Kementerian Hukum, Biro 
Hukum, dan staf pengadilan Jepang telah melakukan penelitian bersama yang 
berfokus pada sistem administrasi sipil. Ada dua sesi, Sesi Jepang dan Sesi Korea, di 
mana para peneliti dari kedua negara saling mengunjungi negara masing-masing dan 
melakukan penelitian bersama.

Proyek Bisnis dan Hak Asasi Manusia
Prinsip-prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, yang disetujui oleh 

Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa, telah menyebar luas di 
komunitas internasional sebagai standar praktik global yang diwajibkan oleh semua 
negara dan perusahaan saat ini terkait dengan bisnis dan hak asasi manusia. Yayasan 
menerjemahkan  Panduan Penafsiran yang dibuat Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk 
Hak Asasi Manusia (OHCHR) untuk bagian tentang tanggung jawab perusahaan dalam 
Prinsip-prinsip Panduan dan mempublikasikannya ke situs dengan tujuan melakukan 
kegiatan untuk meningkatkan kesadaran di berbagai bidang, termasuk perusahaan 
yang beroperasi di Asia. Selain itu, kami juga telah membuat Pedoman Tanggung 
Jawab Perusahaan dan Penafsiran Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan 
mempublikasikannya bersama.

Selanjutnya, kami menerjemahkan Buku Panduan Bisnis Penjelasan Hak Asasi 
Manusia 2.0 yang disediakan oleh OHCHR dan membuat Panduan Pemanfaatan untuk 
buku panduan yang sama. Keduanya tersedia di situs web kami.

Penelitian Bersama terkait Dukungan Penataan Sistem Hukum
Yayasan ini bekerja sama dalam penelitian bersama yang dilakukan oleh 

Kementerian Hukum di negara-negara Asia sehubungan dengan dukungan penataan 
sistem hukum.
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Vietnam
Proyek dukungan penataan sistem hukum pertama oleh Jepang adalah 

untuk Vietnam, yang dimulai pada tahun 1996. Sejak itu, proyek 
dukungan terus berlanjut selama lebih dari duapuluh tahun. Proyek 
Dukungan Reformasi Hukum dan Peradilan yang Menargetkan Tahun 
2020 selesai pada akhir Desember 2020 dan Proyek untuk Meningkatkan 
Kualitas dan Efisiensi Pengembangan dan Penegakan Hukum akan 
dilaksanakan dari Januari 2021 hingga Desember 2025.

Kamboja
Jepang telah melaksanakan proyek dukungan penataan sistem hukum 

sejak tahun 1999 dan telah bekerja sama dalam menyusun draft UU 
Hukum Perdata dan UU Hukum Acara Perdata Kamboja. Setelah Proyek 
Penyuluhan UU Hukum Perdata dan UU Hukum Acara Perdata, Proyek 
Peningkatan Operasi UU Hukum Perdata dan UU Hukum Acara Perdata, 
saat ini kami sedang melaksanakan Proyek Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Hukum/Peradilan, yang direncanakan berjalan dari November 
2022 hingga Oktober 2027. 

Laos
Kami telah menyelenggarakan proyek dukungan penataan sistem 

hukum sejak 2003. Kami menjalankan Proyek Peningkatan Pembinaan 
SDM Bidang Hukum dan Proyek Peningkatan Pembangunan Supremasi 
Hukum. Saat ini, kami sedang melaksanakan Proyek Peningkatan 
Pembangunan Supremasi Hukum Tahap 2 yang dijadwalkan berlangsung 
dari Juli 2023 hingga Juli 2028. 

Indonesia
Proyek dukungan penataan sistem hukum dimulai sejak tahun 2007. 

Kami melaksanakan Proyek Peningkatan Perlindungan Hak Kekayaan 
Intelektual dan Konsistensi Hukum untuk Meningkatkan Lingkungan 
Bisnis. Saat ini, kami sedang melaksanakan Proyek Peningkatan 
Kemampuan Perancang dan Penguatan Kemampuan Penyelesaian 
Sengketa untuk Meningkatkan Lingkungan Bisnis, yang dijadwalkan 
berlangsung mulai Oktober 2021 hingga September 2025. 

Lainnya
Selain negara-negara yang disebutkan di atas, negara-negara sasaran 

untuk kami dukung pengembangan hukumnya telah diperluas hingga 
mencakup Bangladesh, Uzbekistan, Sri Lanka, dll., dan Yayasan 
mendukung pelatihan terkait yang dilakukan oleh JICA dan Kementerian 
Hukum.

Kegiatan Dukungan Penataan Hukum Proyek Simposium dan Seminar
Kami menyelenggarakan secara tunggal dan menyelenggarakan secara bersama simposium 

dan seminar umum untuk memperdalam saling pengertian antara pihak-pihak terkait 
peradilan, profesi hukum dan akademisi Jepang dan negara-negara lain di bidang hukum 
perdata dan hukum perdagangan negara-negara Asia, termasuk negara-negara yang tercakup 
dalam lingkup dukungan penataan sistem hukum.

Seminar Hukum Perdata dan Perdagangan antara Jepang dan China
Untuk memperdalam pemahaman tentang China dan bidang hukum perdata dan 

perdagangan, sejak Yayasan ini didirikan pada tahun 1996, kami telah mengadakan seminar 
setiap tahun, bergantian antara Jepang dan China. Kami menerima informasi dari para ahli 
China tentang perkembangan terkini dalam sistem hukum China, dan memberikan 
kesempatan bagi pihak China untuk memahami sistem hukum Jepang. 

Proyek Riset dan Penelitian
Hubungan Masyarakat dan Materi yang 
Dipublikasikan

Silakan lihat situs web kami (https://www.icclc.or.jp) karena saat ini kami 
mempublikasikan banyak informasi sebagai berikut: 

・ Jurnal "ICCLC", yang isinya mengenai Dewan Pimpinan, Majelis, 
laporan keuangan dan situasi keuangan seperti rencana dan anggaran 
usaha serta laporan usaha

・ "ICCLC NEWS", yang merupakan newsletter tentang hasil seminar dan 
simposium

・ Materi yang terkait dengan usaha dan keuangan
・ Artikel yang dikontribusikan oleh pengurus yayasan, dan lain-lain.

Home Page:https://www.icclc.or.jp

■Iuran tahunan untuk anggota berbadan hukum
Jumlah iuran adalah 200.000 yen per keanggotaan, dengan minimal 
satu keanggotaan per perusahaan.
Silakan hubungi sekretariat ICCLC untuk informasi pendaftaran.

■Badan Hukum Kepentingan Publik
ICCLC telah diakreditasi sebagai Badan Hukum Kepentingan Publik 
dari Perdana Menteri pada tanggal 18 Maret 2013, dan selesai 
pendaftaran peralihan ke Badan Hukum Kepentingan Publik pada 
tanggal 1 April 2013.

Menerima Anggota Baru

Japan International Cooperation Agency (JICA) mendukung penataan 
sistem hukum di negara-negara Asia yang sedang beralih ke perekonomian 
pasar, dalam rangka bantuan hibah.

ICCLC menerima tugas untuk melakukan kegiatan bantuan di bidang 
hukum perdata dan perdagangan dari JICA, sehingga kami mendorong 
penataan sistem hukum dengan memperoleh kerja sama dari anggota 
pengurus ICCLC dan pihak-pihak terkait dari Kementerian Hukum dll. 
Selain itu juga memperdalam komunikasi dengan pihak terkait hukum dan 
peneliti yang datang dari negara mitra ke Jepang, untuk menjaga hubungan 
persahabatan sampai masa yang akan datang.

Seminar Hukum Perdata dan Perdagangan antara Jepang dan 
China Diselenggarakan pada November 2019 (Tokyo)

   Simposium Penelitian Hukum Perdata dan Perdagangan di Asia dan 
Pasifik dengan Membandingkannya

Kami mengundang para sarjana dan praktisi dari berbagai negara dan wilayah di 
Asia dan Pasifik untuk mengadakan simposium terkait bidang hukum perdata dan 
perdagangan. Ini diposisikan sebagai tempat untuk menyajikan ringkasan penelitian 
komparatif sistem hukum perdata dan perdagangan di Asia-Pasifik. 

   Asian Business Law Forum
Asian Business Law Forum (ABLF), yang merupakan forum yang salah satu 

pendirinya adalah Yayasan ini, dibentuk pada Tahun Fiskal 2019. Organisasi ini 
menghubungkan Asia dan Jepang, pemerintah dan swasta (khususnya, pemerintah 
seperti pengadilan dan Kementerian Hukum, dan swasta seperti pengacara, akademisi, 
dan personel urusan hukum perusahaan), dan antar generasi. Tujuannya adalah menjadi 
jembatan antara kedua negara, berbagi pengetahuan tentang berbagai hukum Asia mulai 
dari hukum bisnis hingga hak asasi manusia, dan menyediakan tempat/forum untuk 
diskusi multifaset. Pada tahun 2023, forum ini menyelenggarakan dua sesi belajar, salah 
satunya bertema Kemungkinan dan Risiko AI Generatif. 

   Simposium terkait Bisnis dan Hak Asasi Manusia
Pemerintah Jepang telah menetapkan minggu yang dimulai pada tanggal 3 Juli 2023 

sebagai minggu Bisnis dan Hak Asasi Manusia, dengan menyelenggarakan banyak sesi 
dan acara terkait Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Yayasan ini juga menyelenggarakan 
simposium mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia untuk memperingati 50 tahun 
Persahabatan dan Kerja sama Jepang-ASEAN, dengan fokus pada praktik uji tuntas hak 
asasi manusia, perlindungan terhadap kelompok minoritas, dan peran pengacara dalam 
Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Kami mengadakan simposium yang berpusat pada 
diskusi, mengundang ahli dari luar negeri, pemerintah dan industri. Selain itu, kami 
ikut mensponsori dan mendukung simposium publik tentang Bisnis dan Hak Asasi 
Manusia, sebuah acara khusus yang diadakan oleh Lembaga Penelitian Hukum 
Kementerian Hukum untuk memperingati Forum Menteri tentang Diplomasi Yudisial.  

Kami sedang melakukan penelitian tentang tema-tema khusus di bidang hukum 
perdata dan perdagangan di negara-negara Asia, mengumpulkan serta 
mempublikasikan materi yang terkait di bidang "bisnis dan hak asasi manusia".

Penelitian Sistem Hukum Perdata dan Perdagangan di Asia dan 
Pasifik dengan Mempertimbangkannya 

Kami telah membentuk kelompok pengkaji yang sebagian besar terdiri dari 
akademisi dan praktisi dari Kansai. Sejauh ini, kami telah melakukan penelitian 
mengenai hal-hal berikut:

1. Sistem hukum pembangkrutan di negara-negara Asia dan Pasifik
2. Pembangkrutan perusahaan dan hukum agunan di negara-negara Asia dan Pasifik
3. Kondisi saat ini dan perspektif ADR di negara-negara Asia dan Pasifik
4. Pelaksanaan (enforcement) hak kekayaan intelektual di negara-negara Asia
5. Perspektif M&A internasional di negara-negara Asia
6. Kondisi sebenarnya tentang tuntutan kuasa pemegang saham dan perlindungan 
pemegang saham di Asia
7. Kondisi sebenarnya tentang sistem audit di Asia yang sedang berkembang dan 
masalahnya
8. Kondisi sebenarnya tentang sistem penyediaan informasi perusahaan di kawasan 
Asia dan masalahnya
9. Tata kelola perusahaan empat negara di Asia Tenggara
10. Legislasi usaha patungan dan dukungan praktis di empat negara Asia Tenggara
11. Sistem hukum real estat dan respons praktis di empat negara Asia Tenggara

Mulai Tahun Fiskal 2024, kami akan melaksanakan proyek penelitian selama dua 
tahun dengan tema Perbandingan Undang-undang Ketenagakerjaan dan Respons 
Praktis di Setiap Negara yang menargetkan Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Malaysia.

Penelitian Kemitraan antara Jepang dan Korea Selatan
Setiap tahun sejak tahun 1999, peneliti Korea yang dipilih dari staf pengadilan 

Korea Selatan dan peneliti Jepang yang dipilih dari Kementerian Hukum, Biro 
Hukum, dan staf pengadilan Jepang telah melakukan penelitian bersama yang 
berfokus pada sistem administrasi sipil. Ada dua sesi, Sesi Jepang dan Sesi Korea, di 
mana para peneliti dari kedua negara saling mengunjungi negara masing-masing dan 
melakukan penelitian bersama.

Proyek Bisnis dan Hak Asasi Manusia
Prinsip-prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, yang disetujui oleh 

Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa, telah menyebar luas di 
komunitas internasional sebagai standar praktik global yang diwajibkan oleh semua 
negara dan perusahaan saat ini terkait dengan bisnis dan hak asasi manusia. Yayasan 
menerjemahkan  Panduan Penafsiran yang dibuat Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk 
Hak Asasi Manusia (OHCHR) untuk bagian tentang tanggung jawab perusahaan dalam 
Prinsip-prinsip Panduan dan mempublikasikannya ke situs dengan tujuan melakukan 
kegiatan untuk meningkatkan kesadaran di berbagai bidang, termasuk perusahaan 
yang beroperasi di Asia. Selain itu, kami juga telah membuat Pedoman Tanggung 
Jawab Perusahaan dan Penafsiran Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan 
mempublikasikannya bersama.

Selanjutnya, kami menerjemahkan Buku Panduan Bisnis Penjelasan Hak Asasi 
Manusia 2.0 yang disediakan oleh OHCHR dan membuat Panduan Pemanfaatan untuk 
buku panduan yang sama. Keduanya tersedia di situs web kami.

Penelitian Bersama terkait Dukungan Penataan Sistem Hukum
Yayasan ini bekerja sama dalam penelitian bersama yang dilakukan oleh 

Kementerian Hukum di negara-negara Asia sehubungan dengan dukungan penataan 
sistem hukum.
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Sekretaris Jenderal: Hiromasa Aoki
E-mail“icclc-sa@js5.so-net.ne.jp”
Home Page“https://www.icclc.or.jp”

Didirikan pada April Tahun 1996

Salam hormat

●Sejarah ICCLC

    Pada Maret 2024, saya diangkat menjadi ketua. Sejak didirikan pada tahun 
1996, Yayasan ini telah bekerja sama dengan Kementerian Hukum, JICA, dan 
organisasi terkait lainnya untuk memberikan bantuan kepada negara-negara Asia 
melalui penataan sistem hukum, penetapan metode penyelesaian sengketa, dan 
pelatihan personel hukum dan bekerja sama dalam kapasitas ini. Lingkungan 
dukungan penataan hukum sedang mengalami perubahan besar, seperti 
perkembangan ekonomi, kemajuan dalam pengembangan sistem hukum dan 
peradilan di negara-negara sasaran. Kami akan terus memberikan kerja sama dan 
dukungan dalam menanggapi perubahan-perubahan ini. Kami memohon 
pengertian dan dukungan berkelanjutan dari semua pihak yang terlibat Stasiun Tameike-sanno di Tokyo Metro Ginza Line / Namboku Line

Keluar dari pintu 9 (persimpangan Tameike), 3 menit dengan berjalan kaki
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    Saya mulai menjabat sebagi presiden yayasan pada Juni 2017. Dalam dunia yang semakin 
mengglobal, pertukaran orang, barang dan informasi menjadi lebih cepat dan meluas. Gerakan 
tersebut menciptakan kemakmuran yang tak terukur, tetapi di sisi lain, aspek-aspek negatif 
seperti pelebaran jurang antara si kaya dengan si miskin di suatu kawasan dan kemerosotan 
lingkungan dunia ditunjukkan. Agar negara-negara Asia dapat mencapai pembangunan 
seimbang yang saling menguntungkan, penting untuk meningkatkan fungsi pencegahan dan 
penyelesaian konflik serta menegaskan prinsip dan aturan hukum yang sama. Tujuan dari 
yayasan ini adalah memberikan kontribusi dalam pertukaran informasi, dukungan penataan
sistem hukum, pelatihan pengembangan sumber daya manusia dan lain-lain, sebagai syarat 
dasar untuk tujuan tersebut. Kami memohon dukungan dan kerja sama dari banyak pihak yang 
terkait.

Presiden

Kotaro Ohno
Pengacara
Mantan Wakil Menteri Hukum, Jaksa Agung

International Civil and 
Commercial Law Centre Foundation 

(Yayasan Pusat Hukum Perdata 
dan Komersial Internasional)  

Akasaka Habitation Bldg., 1-3-5 Akasaka, Minato-ku, 
Tokyo 107-0052, Japan
Tel:03-3505-0525       Fax:03-3505-0833 International Civil and 

Commercial Law Centre Foundation 
(Yayasan Pusat Hukum Perdata 

dan Komersial Internasional)  

1996 28 Maret
16 April Perizinan pendirian ICCLC oleh Menteri Hukum
24 April Permohonan pendaftaran pendirian ICCLC
22 Mei Penyelenggaraan Dewan Pimpinan pertama dan acara merayakan pendirian

1998 16 Juli

2013 18 Maret
1 April

Prospektus Pendirian ICCLC
Pada belakangan ini, di kawasan Asia dan negara-negara sekitarnya, 

khususnya di negara-negara NIES (catatan) dan ASEAN, terlihat 
perkembangan ekonomi dan kemajuan globalisasi yang mencolok. 
Namun demikian, seiring dengan selesainya struktur saat perang dingin, 
di dalam kawasan tersebut, masih terdapat negara yang terus berusaha 
untuk beralih ke perekonomian pasar dan memasuki pasar internasional.

Di negara yang sedang berada di dalam proses peralihan menuju 
perekonomian pasar seperti tersebut, kadang sistem hukum belum 
berfungsi dengan baik, dikarenakan kurangnya perawatan tata hukum 
terkait hukum perdata dan hukum perdagangan yang diperlukan untuk 
kegiatan ekonomi serta pengetahuan dan SDM yang 
mengoperasikannya. Sehingga, hal-hal tersebut merupakan salah satu 
penghalang bagi kegiatan ekonomi internasional di negara-negara 
tersebut. Di dalam keadaan seperti tersebut, saat ini negara-negara terkait 
meminta dukungan dan kerja sama untuk menata fondasi hukum di 
negaranya melalui pemerintah Jepang.

Jika negara-negara terkait selesai menata fondasi hukum, seperti 
sistem hukum terkait hukum perdata dan hukum perdagangan yang 
diperlukan untuk pertukaran ekonomi secara internasional dan hal 
tersebut berfungsi secara efektif pada masa yang akan datang, tidak 
hanya berkontribusi untuk perkembangan negaranya, tetapi juga sangat 
bermanfaat bagi Jepang.

Selain itu juga diharapkan untuk meneliti sistem hukum dalam 
perdagangan ekonomi internasional yang lebih baik, dengan saling 
memperdalam pemahaman tentang sistem hukum dan pengoperasiannya 
di negara masing-masing, agar kita bersama-sama dapat melangkah 
menuju ke perkembangan dengan mendorong pertukaran ekonomi yang 
lebih baik dari sekarang dengan negara-negara NIES dan ASEAN yang 
sedang mengalami perkembangan ekonomi dan globalisasi.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, ICCLC didirikan di sini 
bertujuan untuk memperdalam pemahaman bersama-sama mengenai 
sistem hukum yang terkait perdagangan ekonomi internasional, melalui 
pertukaran pihak-pihak terkait dari berbagai negara, sembari mendukung 
penataan fondasi hukum dengan menyampaikan know-how dan 
pengetahuan mengenai sistem hukum dan pengoperasiannya yang 
selama ini diakumulasi di Jepang, dengan melakukan kerja sama yang 
erat dengan pemerintah Jepang.

(Catatan) Singkatan dari Newly Industrialized Economies. Pada saat 
pendirian, negara yang dimaksud adalah Korea Selatan, Taiwan, 
Hong Kong, dan Singapura.

Prospektus Pendirian IC
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Ketua

Kuniharu Nakamura
Penasihat Khusus, Sumitomo Corporation

Akreditasi sebagai Badan Hukum Kepentingan Publik oleh Perdana Menteri
Pendaftaran penggantian menjadi Badan Hukum Kepentingan Publik  

Pertemuan oleh anggota pendiri

Akreditasi sebagai Badan Hukum Promosi Layanan Publik Tertentu oleh  
Menteri Hukum 




